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di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang
terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang
berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya
memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat
sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami svatu keadaan bahwa
Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai
kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam
berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-
Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6)
nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik
indbnesia. | |

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di
Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan
memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan
oleh perundang-undangan.

Perihal orang asing juga dikenal dalam istilah ketenagakerjaan. Disebabkan
adanya bidang-bidang pekerjaan tertentu dengan alasan pemakaian teknologi dan
skil yang secara spesifik belum mampu dikerjakan oleh bangsa Indonesia maka

pekerjaan tersebut diserahkan kepada tenaga kerja asing. Pemakaian tenaga kerja

ASins: dupp.dapat disebabkan keinginan penanam modal asing untuk meningkatkan
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Seiring dengan perkembangan waktu ternyata dalam rangka menciptakan
ketertiban hukum di bidang lapangan pekerjaan tersebut, masih terdapat juga
tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin di Indonesia. Ada
berbagai alasan yang dikemukan sebab yang menjadi alasan perusahaan
mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu selain sulitnya mengurus
dokumen warga negara asing untuk bekerja di Indonesia, juga disebabkan
permasalahan keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengurus
izin tersebut. Selain itu kurangnya pengawasan dari instansi terkait sepei#i
kepolisian dan pihak imigrasi juga menjadi faktor perusahaan mempekerjakan tenaga

kerja asing tanpa izin.

A. Pengél;tian dan Penegasan Judul

Sebelum membahés lebih lanjut tentang isi skripsi ini, ada baiknya terlebih
dahulu diberikan pengertian judul yang diajukan. Adapun skripsi ini berjudul “Aspek
Hukum Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin
Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan™.

Adapun pengertian yang dapat diberikan atas judul tersebut adalah:
- Aspek Hukum Terhadap berarti suatu pandangan atau penilaian kepada suatu

objek atau keadaan dengan dasar pandangan hukum.

- Tindak Pidana Mempekerjakan tenaga Kerja Asing Tanpa Izin.

Dari kalimat di atas ada beberapa bagian yang penting yaitu:
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Dengan demikian maka dapat disebutkan bentuk tindak pidana tersebut adalah
mempekerjakan seseorang atau lebih yang merupakan warga negara asing dan
dilakukan tanpa izin.

- Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan artinya
pembahasan akan ditelaah dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Dari pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini
adalah tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang mempekerjakan tenqéa

kerja asing di sebuah perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

B. Alasan Pemilihan Judul'

Ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji sebagai alasan pemilihan judul
ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja
asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja
asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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1.

Sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin
menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah
faktor tidak ingin mengeluarkan biaya lebih pengusaha dan sistem pengurusan

izin yang lama.

. Akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin

menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah

dapat dipidananya pelaku.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Untuk sumbangan pemikiran kepada almamater penulis dalam kerangka
pemikiran tentang tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin
menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk menggambarkan kepada masyarakat tentang usaha-usaha yang
dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi tindak pidana mempekerjakan

tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian
dengan cara :
1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).
Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai
bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur,
peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan
penulis sendiri.
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)
Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang
merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Medan,

dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini
dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini adalah bab awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini

akan diuraikan hal-hal umum dalam penulis skripsi yang meliputi :

UNIVERSITAOBRFHoN afi@n, Penegasan Judul, Alasan Pemilihan  Judul,
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Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data
serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA
Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada
dasarnya hanya membahas satu masalalll pokok sebagaimana judul
babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang
berhubungan dengan : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak
Pidana, dan Jenis-Jenis Tindak Pidana serta Pertanggung Jawalggn
Pidana.

BABIII. TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA ASING
Bab ini membahas secara umum tentang Pengertian Tenaga Kerja
Asing, Pengertian Warga Negara Asing, Tindak Pidana di Bidang
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin serta Cara
Mendapatkan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

BAB IV. TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Adapun sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi
: Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing, Kendala-Kendala
Yang Dihadapi Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang
Menyalahi Izin Tinggal, Sanksi pidana Terhadap Tenaga Kerja Asing
Yang Menyalahi Izin Tinggal, Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap
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ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum
Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah
perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur
dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan
perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah

dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab ;

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan a{as
perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adélah mampu menginsyafi sifat
melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan
kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan
bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak
lain yang telah terdaftar.

2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.

3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.

4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan
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indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena
kealpaan/kurang hati-hati
Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk
dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan
pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92

dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf
Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus

kesalahan dari terdakwa.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sebelum penulis menguraikan dan menjelaskan apa arti kejahatan, dan
sejauhmana bentuk-bentuk kejahatan pada umumnya, ada baiknya penulis
menjelaskan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan dipelajari secara
khusus dengan bantuan Kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari
dan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya termasuk didalamnya sebab-musaba dan

cara penanggulangan kejahatan tersebut.
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Setelah kita mengetahui tentang kriminologi yang membahas kejahatan dari
berbagai aspek, maka sekarang kita akan membahas atau menguraikan bentuk-
bentuk kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana asalah suatu perbuatan yang melanggar atau
bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja maupun
kesalahan dimana perbuatan yang melanggar Undang-Undang itu mempunyai
sanksi hukum berupa pidana. Secara sosiologis, pengertian kejahatan itu lebih luas
dibanding dengan pengertian kejahatan secara juridis. Kalau dalam pengertian
secara sosiologis bukan saja melanggar hukum pidana, akan tetapi juga termasuk
didalamnya semua tindakan yang oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan
berbagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psykologis
menyerang atau mefugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam
kehidupan masyarakat.

Kalau kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya buku
kedua, disitu diatur berbagai tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu
kejahatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengadakan penggolongan
kwalitatif dalam titel-titel yang merupakan ukuran bentuk kejahatan. Buku ke-II
KUHPidana terdiri dari 31 titel, yang masing-masing berjudul sebagai berikut :
Titel 1 : Kejahatan terhadap Keamanan Negara (pasal 104 — 129).

Titel I  :Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat

kedudukan wakil Presiden (Pasal 130 — 139).
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Titel III :Kejahatan terhadap Negara yang bersahabat dan terhadap Kepala
dan Wakil Negara yang bersahabat (Pasal 139 a - 145).

Titel IV :Kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara dan hak-hak
negara (Pasal 146 — 153).

Titel V  :Kejahatan terhadap Ketertiban umum (Pasal 153 bis — 181).

Titel

S

: Perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 — 186).
Titel VII :Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum
manusia atau barang (Pasal 187 — 206).

Titel VI :Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum (Pasal 207 —241).

Titel IX :Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 — 243).

Titel X  :Hal memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang
Kertas bank (Pasal 244 — 252). -

Titel XI :Memalsukan meterai dan merek (Pasal 253 —262).

Titel XII :Memalsukan surat-surat (Pasal 263 —276).

Titel XIII :Kejahatan terhadap Kedudukan warga (Pasal 277 — 280).

Titel XIV :Kejahatan terhadap Kesopanan (Pasal 281 — 303).

Titel XV :Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 304 —

309).
Titel XVI :Penghinaan (Pasal 310 — 321).

Titel XVII:Membuka Rahasia (Pasal 322 — 323).

Bt s T Mo A ffshatan terhadap kemerdekaan seseorang (Pasal 324 — 337).
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Titel XIX :Kejahatan terhadap jiwa orang (Pasal 338 — 360).

Titel XX :Penganiayaan (Pasal 351 —358).

Titel XXI :Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya (Pasal 359

—-361).

Titel XXII :Pencurian (Pasal 362 — 367).

Titel XXIII : Pemerasan dan ancaman (Pasal 368 — 371).

Titel XXIV :Penggelapan (Pasal 372 —377).

Titel XXV :Penipuan (Pasal 378 —395). :

Titel XXVI : Merugikan penagih utang atau orang yang berhak (Pasal 396 —
405).

Titel XXVII: Menghancurkan atan merusak barang (Pasal 406 — 412).

Titel XXVII:Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan (Pasal 413 ~ 437).

Titel XXIX :Kejahatan Pelayaran (Pasal 438 —479).

Titel XXIXA : Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/
prasaran Penerbangan (Pasal 479 a — 479 r).

Titel XXX : Pertolongan (jahat) (Pasal 480 — 485).

Titel XXXI : Ketetapan yang terpakai bersama bagi berbagai-bagai bab,
mengenai terulangnya perlakuan kejahatan (Pasal 486 —
488).

Melihat judul — judul dari titel KUHPidana tersebut nyatalah bahwa tindak

gidana vapg, dirgmuskan jm melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh

. S . Document Accepted 1/8/24
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin U{lj&?ﬂ?ﬁgﬂ?ﬂ%@{ﬁﬁw uma.acid)1/8/24



26
Teorilius Gulo - Aspek Hukum terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan TenagaKerja....

hukum. Adapun kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum tersebut
adalah :
a. Kepentingan individu-individu
b. Kepentingan masyarakat
c. Kepentingan Negara

Cara penggolongan tindak pidana/ kejahatan berdasarkan atas wujud
kepentingan yang dirugikan tersebut sama disemua negara. Ini dapat dimengerti
karena tidak ada tindak pidana yang tidak merugikan salah satu dari ketiga jenis
kepentingan tersebut. Dan ini sesuai dengan sifat hukum, pada umumnya yang
antara lain dimaksud untuk mengadakan tata tertib dalam hidup kemasyarakatan
yang penuh dengan benturan antara berbagai kepentingan yang dimaksud diatas.

Sejalan dengan itu, bila diteliti lebih jauh buku Ke TI KUHPidana tersebut
maka kepentingan-kepentingan hukum itu dapat diperinci sebagai berikut :
Kejahatan terhadap kepentingan individu terdiri dari 16 titel ; yaitu titel XIII
sampai dengan XXVIII dan XXX. Kejahatan tershadap kepentingan masyarakat
terdiri dari delapan titel yaitu titel V, VI, VII, IX, X, XI, XII dan XXIX.
Kejahatan terhadap kepentingan negara terdiri dari enam titel yaitu titel I, II, III,
IV, VIII dan XXVIIL

Dengan berpegangan pada keyakinan untuk mencapai kemerdekaan yang

kekal dan abadi bangsa Indonesia bersusah payah mendirikan negara. Negara yang

BRAAANA RiPRaa rigp  Undang-undang  Dasar 1945 yang  melindungi
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kehidupan bersama dan untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur yang
hanya dijauhkan dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun dari luar
negeri. Oleh karena itu kepentingan negara harus dilindungi dan kepentingan itu
meliputi keamanan, ketertiban dan eksejahteraan didalam kehidupan, bernegara.

Gangguan terhadap kepentingan masyarakat harus dilenyapkan dari bumi
Indonesia. Keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat merupakan syarat
mutlak bagi kelangsungan kehidupan suatu negara. Gangguan tersebut misalnya

makar, pemberontakan dan sebagainya.

D. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika
telahA melakukan suatu tindak™ pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan
yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan
tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada
peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan
pembenar) untuk itu** Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka
hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung
jawabkan (pidana) kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab

(toerekeningsvatbaar) bilamana pada umumnya:
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C. Tindak Pidana di Bidang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin
Tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya adalah tindak
pidana yang dilakukan oleh pengusaha terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 185 yang

berbunyi:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal

90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7),

dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus

juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.

Penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa salah satu Pasal yang
dilanggar adalah Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang -
Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang
ditunjuk”.

Berdasarkan uraian tersebut maka titik fokus terjadinya tindak pidana
adalah tidak adanya izin dari mempekerjakan warga negara asing untuk bekerja di
Indonesia. Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu

pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang

atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-

widangaa haciy, memiliki jzin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar
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Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata
perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu
yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh
mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi.
Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaﬁaraﬁ:
rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu
usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau
seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau

" tindakan yang dilakukan.

D. Cara Mendapatkan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Cara mendapatkan izin kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia diatur
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor: Kep.—20/MEN/III2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pembahasan berikut menyebutkan Tenaga
Kerja Asing dengan istilah TKA.

Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

pfenesie Nw R AR AQANEN/I112004
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1. TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;

b. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada
tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping;

c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

2. Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar

kompetensi kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar

tersebut.

. TKI pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memiliki

latar belakang Bidahg pendidikan “yang sesuai dengan jabatan yang akan

diduduki TKA.

Pemberi kerja TKA yang akan mengurus ijin Mempergunakan tenaga Asing

(IMTA), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk

mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja dengan

melampirkan:
a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA;
b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;

c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
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d. copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan
dipekerjakan;
e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
Untuk memperoleh IMTA Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan
permohonan dengan melampirkan:
a. copy Kartu Jjin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang
bersangkutan;
b. copy perjanjian kerja;
c. bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA.
Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor: Kep.—20/MEN/IT12004
1. Dana kompensaSi penggunaan TKA sebagaimana' dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk
setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
2. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib
membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh.
3. Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening Dana
Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah

yang ditunjuk oleh Menteri.
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Direktur harus menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak dilengkapinya persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

L.

Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku ijin
tinggal.

Selama mengurus IMTA Direktur dapat menerbitkan IMTA sementara untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Perpanjangan IMTA menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.—20/MEN/III2004 yang

menjelaskan:

1.

2.

IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.

Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh :

a. Direktur untak TKA yang lokasi kerjariya lebih dari 1 (satu) wilayah
Provinsi.

b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam

1 (satu) Provinsi.

. Dalam penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b,

Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di Provinsi.

Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada

Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam
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waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu

berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan :

a.

b.

formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi;

IMTA yang masih berlaku;

bukti pembayaran dana kompensasi;

laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI
pendamping;

copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku;

pas photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm.

" IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan

setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. IMTA perpanjangan tidak

dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir.

IMTA untuk pekerjaan mendesak menurut Pasal 13 Keputusan Menteri

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.—

20/MEN/III2004 adalah:

1.

2.

Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat
darurat atau mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur.

Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara

langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan

UNAAES YRS RR3 A aRiehih 60 (enam pulub) hari.
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